
KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NGAWI 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI 
NOMOR 772/PL.03.2-Kpt/3521/KPU-Kab/XJJ/2020 

TENTANG 
PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN UNTUK 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKJL BUPATI NGAWI TAHUN 2020 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal I 23 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peratiran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentan Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah 
beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota 
menjadi Undang - Undang; 

Mengingat: 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan 
Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan 
Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Ngawi tentang 

Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan 
Dalam Negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Ngawi Tahun 2020. 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Penetapan Peraturan perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­ 
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana teiah 
beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang -Undang 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
nomor I Tahun 2015 Ten tang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang--Undang Nomor I Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Pemiiihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 6109); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 
Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan 
Umum Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/kota / Komisi Pemilihan Umum 
Independen Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Sosialisasi, Pendidikan 
Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan 
Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan WakiI Walikota (Serita Negara 
Republik Indonesia tahun2017 Nomor 1249); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 



Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umurn Nomor 
5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Komisi Pernilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umun Nomor 6 Tahun 2020 
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi 
Bencana nonalam Corona Virus Diselase 2019(Covid-19) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umun Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak 
Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus 
Diselase 2019(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1068); 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03- 
Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan 
Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ngawi Nomor 

172/PP.03.2-BA/KPU- Kab/XII/2020 tanggal 3 Desember 

2020 tentang Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau 

Dalam Negeri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Ngawi Tahun 2020; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
NGAWI TENTANG PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA 
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI UNTUK 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 
2020. 



KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

Menetapkan Pemberian Akreditasi kepada Lembaga 
Pemantau Pemilihan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) 
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 
2020; 

Hak dan Kwajiban Pemantau sebagaimana Diktum 
KESATU diatur sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal 4 Desember 2020 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPA EN NGAWI 

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI 
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